BAB IV
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMINDAHAN HAK SEWA
TANAH BONDO DESO DAN AKIBAT HUKUM ATASPEMINDAHAN
KEPADA PIHAK KETIGA YANG DILAKUKAN SECARA SEPIHAK DI

DESA TANJUNGM OJO KANGKUNG KENDAL

A.Analisis pandangan hukum Islam terhadap pemindahan hak sewa tanah
bondo deso kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan menyalahi
perjanjian

Pemanfaatan kekayaan desa/kas desa di desa Taojondperupa
sewa menyewaondo desoTanah kas desa merupakan jenis kekayaan yang
dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentinganyef@iggaraan
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepadarnaleasty

Kepemilikan sewdondo desanerupakan kepemilikan tidak sempurna
karena hanya dapat dimiliki manfaatnya saja. Kepleam tak sempurna
dapat berupa kepemilikan benda saja atau manfaataja Kepemilikan
manfaat disebut juga hak manfaat, dibagi menjadilthgianPertama Hak
manfaat personaKedug hak manfaataini (materil). Hak manfaat personal
berkaitan dengan individu yang memanfaatkan. Hakfaad ini menjadi
miliknya saja dan terkadang berpindah kepada otaimg pada beberapa
kondisi. Hak manfaat materil disebut juga Iditaq (hak manfaat umum). la
berkaitan dengan benda tak bergerak yang padatgtapmkan hak ini dan
mengikutinya kemanapun ia pergi. Hak ini tidak ntepepada individu
tertentu melainkan mengikuti harta tak bergerakgyditetapkan untuknya.

Hak manfaat mengikutinya kemanapun ia berpindah,ndenetap pada siapa
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yang memiliki harta tak bergerak tersebut. Dengamilian, kepemilikan tak
sempurna ada tiga macarPertama kepemilikan benda sajaKedua
kepemilikan manfaat saja yang disertai hak manpeasonal.Ketiga hak
manfaat yang disertai hak memanfaatkan secaraimgégtu hakirtifag (hak
manfaat umumy.

Kepemilikan yang dimiliki merupakan akibat dari abksebab seperti
berikut. Pertama, ihraz al-Mubahafpenguasaan terhadap harta bebas).
Kedua, tawallud minal mamlukperkembang biakan dari sesuatu yang
beranak pinak)Ketiga, al-Aqd(transaksi)Keempatkhalafiyah(penggantian
dikarenakan mengganti posisi pemilik yang lamapafebondo desalesa
Tanjungmojo bisa dimiliki oleh warga desa dikarearaladanya akad sewa
menyewa bondo deso Oleh karena adanya akad tersebut, warga desa
memiliki hak manfaat atdsondo desaersebut.

Kepemilikan bondo desatersebut apabila dilihat dari segi hartanya
merupakan kepemilikan yang bersifat manfaatnya, sajaingga unsur yang
dimiliki hanya separo dari unsur harta yang sesuhgga. Pemilik manfaat
hanya dapat memiliki manfaatnya saja tanpa memidadanya. Akad ini
kemudian dinamakan akad sewa menyewa.

Sewa dalam pengertian hukum Perdata adalah sugdnjsn di mana
pihak yang satu mengikatkan dirinya kepada pihaigyain kenikmatan dari
sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu. BRemalpadilakukan oleh

pihak penyewa dengan harga yang telah disanggDgiam hukum Islam,

! Abdul Karim ZaidanPengantar Studi Syariafakarta: Rabbani Press, 2008, h.284-285
2 R. SubektiAneka PerjanjianBandung: PT. Citra Aditya Bakti, Cet. Ke-10, 198539
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menurut Sayyid Sabig sevijafah merupakan akad yang dilakukan untuk
mengambil manfaat dengan jalan penggartian.

Sewa menyewa merupakan perjanjian konsensual, gaiigya ia
sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya sepaséngenai unsur-
unsur pokoknya yaitu harga dan bar&dgdi, apabila rukun dan syarat sewa
menyewa sudah terpenuhi dan kedua belah pihak reayakerelaannya,
maka perjanjian sewa menyewa sudah bisa dilaksanaka

Sebagai contoh, kewajiban pihak yang satu adalahyenahkan
barangnya untuk dinikmati oleh pihak yang lain,asegkan kewajiban pihak
yang lain adalah membayar harga sewa. Jadi, baliaagahkan tidak untuk
dimiliki seperti halnya dalam jual beli, tetapi lyanuntuk dipakai atau
dinikmati kegunaannya. Dengan demikian, penyeralhamya bersifat
menyerahkan kekuasaan belaka atas barang yangdisesgbut itu.

Kewajiban pihak yang menyewakan adalah menyerab&eang untuk
dinikmati, bukan menyerahkan hak milik atas barsmgOleh karena itu, ia
tidak usah memindahkan hak milik barang tersebanhdan demikian maka
seorang yang mempunyai hak nikmat-hasil dapat aesan menyewakan
barang yang dikuasainya dengan hak tersebut.

Menyewakan nikmat-hasil atau manfaat terkadangemu manfaat
barang, seperti rumah untuk ditempati, atau mattilikidikendarai, dan bisa
juga berbentuk karya, seperti karya seorang insjnpekerja bangunan,

tukang tenun, tukang pewarna (celup), penjahittdeang binatu. Terkadang

3 Sayyid SabigFighussunnahjilid: 13, Bandung: PT. al Maarif, Cet. Ke-7, 198715
* R. Subektipp.cit h.39-40
®ibid, h.40
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manfaat itu berbentuk sebagai kerja pribadi sesgotmtuk mencurahkan
tenaga, seperkhadam(bujang) dan para perkefja.

Pada dasarnya manusia memiliki hak untuk bebasndalkartindak.
Hak manusia adalah kewenangan melakukan tindaklmmhyang dimiliki
oleh seseorang secara pribadi. Hak tersebut metekara pribadi, tidak ada
orang lain yang terlibat di dalamnya. la memilikinkerdekaan secara penuh
melakukan tindakan hukum atas benda yang dia miliki

Misalnya, musta’jir dibolehkan menyewakan lagi barang sewaan
kepada orang lain dengan syarat penggunaan batangesuai dengan
penggunaan yang dijanjikan ketika akad. Sepertiy@abenyewaan seekor
kerbau, ketika akad dinyatakan bahwa kerbau itewisuntuk membajak
sawah, kemudian kerbau tersebut disewakan lagtiohoul musta’jir kedua,
maka kerbau itu pun harus digunakan untuk memlhgajik

Harga penyewaan yang kedua ini bebas-bebas sdgen @eti boleh
lebih besar, lebih kecil, atau seimbang. Bila adaigakan pada benda yang
disewa, maka yang bertanggung jawab adalah pebati&ng hu’jir) dengan
syarat kecelakaan itu bukan akibat dari kelalaasta’jir. Bila kecelakaan
atau kerusakan benda yang disewa akibat kelalaiasta’jir maka yang
bertanggung jawab adalahusta’jir itu sendiri, misalnya menyewa mobil,
kemudian mobil itu hilang dicuri karena disimparkén pada tempat yang

layak®

® Sayyid Sabiqop.cit, h.31

" M. Yazid Affandi Figh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembagaaitigan
Syariah Yogyakarta: Logung, 2009, h.10

8 Hendi SuhendifFigh Muamalah Jakarta: Rajawali Press, 2008, h.121-122
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Dalam persewaabondo desaliawali dengan adanya lelang terlebih
dahulu. Bagi masyarakat Tanjungmdjondo desamerupakan sumber daya
alam yang tidak habis pakai, sehingga perlu diatgleabaikan dari tahun ke
tahun.Bondo desguga merupakan aset desa yang sangat berhargaakare
digunakan untuk keberlangsungan pemerintahan desiaksanaan lelang
diatur oleh pemerintah desa termasuk tata tertito kigtentuan mengikuti
sewa lelang.

Para peserta lelang dengan penuh antusias mengikigksanaan
lelang dan mematuhi tata tertib yang diatur oletit@alelang. Semua peserta
yang datang berharap bisa memenangkan lelang daggar@p sawabhondo
deso Sebagian peserta yang ikut karena merasa lalraavshaan miliknya
kurang luas.

Setelah acara berakhir dan diperoleh pemenanggletamitia lelang
kemudian meminta para pemenang lelang untuk mengasgnjian kepada
panitia lelang. Perjanjian tersebut berupa sunag)yzerisi hak dan kewajiban
masing-masing pihak. Surat perjanjian tersebut jogampunyai kekuatan
hukum yang apabila salah satu pihak melanggaryreraperjanjian.

Perjanjian yang dibuat oleh panitia lelang dengamgnang lelang
berlaku selama kurun waktu satu tahun. Selama uta pemenang lelang
berkewajiban mematuhi tata tertib yang diatur aleba. Hak dan kewajiban
yang berlaku bagi kedua belah pihak berlaku sejakngmang lelang
mengelola sawabondo desoSalah satunya adalah dilarang memindahkan
hak sewaondo desdiepada pihak lain di luar perjanjian.

Ulama klasik bertentangan pendapat mengenai peimamdaak sewa.

Ulama klasik seperti imam Abu Hanifah melarang testebut karena cara
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tersebut termasuk dalam bab memperoleh keuntunganapa yang tidak
memerlukan tanggungan. Sedangkan ulama klasikylajimam Malik dan
imam Syafi'i memperbolehkan menyewakan barang ydisgwa, karena
dipersamakan dengan jual beli.

Dalam buku Figh Imam Syafi'i karangan Wahbah Zumagngatakan
bahwa pernyewa berhak menyewakan barang sewaaka kdia telah
menerimanya karena dia memiliki hak pakai barangetmit. Menurut
pendapatjumhur orang yang menyewakan boleh menjual barang sewaan
kepada selain penyewa dan akadahnya tidak batal, baik barang itu disewa
kepada penyewa atau orang lain. Karena penetamahafis manfaat tidak
menghalangi penjualan suatu bardhg.

Ulama kontemporer Sayyid Sabig membolehkan adaeyaingahan
hak sewa kepada orang lain. Beliau menambahkanilagadrang sewaan
kemudian disewakan lagi harus disesuaikan denggunk&n barang sewa
yang semula. Misalnya, seseorang menyewa seekoatabim untuk
membajak sawah, apabila disewakan kembali, makaerjpela harus
menyerupai pekerjaan dahulu, karena dikhawatirkieem anembahayakan
barang sewaal.

Pemilikan sewabondo desalisebabkan adanya akad yakni pertalian

antaraijab dan gabul sesuai dengan ketentuagara’ yang menimbulkan

°® Hamzah Ya'qubKode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan gidialam
Berekonomi)Bandung: CV. Diponegoro, Cet. Ke-2, 1992, h.333

0 Wahbah ZuhailiFigih Imam Syafi'iJilid 2, Jakarta: Aimahira, Cet. Ke-2, 2012, h.39
" sayyid Sabigop.cit, h.31
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pengaruh terhadap obyek aKddjab gabul yang terjadi antara pemilik
bondo desalengan penyewaondo deso

Hak milik yang dimiliki oleh penyewdondo desohanyalahmilk
manfaat. Artinya adalah pemilikan seseorang untuk memandéeatkuatu
harta benda milik orang lain dengan keharusan rgenjeateri bendanya.
Pemilik manfaat ini hanya memperoleh manfaat tampaniliki benda sewa
tersebut ihilk naqish.’* Batas waktu dalarmilk manfaatini jika bersumber
dari akadmu’awadhahsepertiijarah (persewaan), maka sebelum berakhir
batas waktunya pemilik benda tidak berhak menuymemgembalian, karena
sesungguhnygarah merupakarba’i al manfaat(jual beli manfaat}®

Pemilikan manfaat yang dimiliki oleh penyewa umumnigoleh
dipindahkan haknya kepada orang lain dengan ketartarus sesuai dengan
cara yang disyari’atkan dalam Islam, seperti judi ban utang, atau hak
yang bukan bersifat keharta-bendaan, seperti hakatian terhadap anak
kecil *°

Pada dasarnya seorang penyewa dapat menyewakaralkesnatu
barang yang disewanya kepada pihak ketiga (pihad. I®ihak penyewa
dapat mengulangsewakan kembali, dengan ketentuawabg@enggunaan
barang yang disewa tersebut harus sesuai deng@gypean yang disewa
pertama, sehingga tidak menimbulkan kerusakan deghabarang yang

disewakan.

2Ghufron A. Mas’adiFigh Muamalah Kontekstualakarta: Rajawali Press, 2002, h.62
Yibid, h.64

“pemilikan tidak sempurna yakni pemilikan dengas atdah satu unsur harta saja.
%ibid, h.70

8 M. Ali Hasan,Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Figh Muamaldkarta: Rajawali
Press, 2003, h.25
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Seandainya penggunaan barang itu tidak sesuai werygag
diperjanjikan dengan pemilik barang, maka perbuatemgulang sewakan
tidak diperbolehkan, karena sudah melanggar p&janpalam hal seperti
ini pemilik barang dapat meminta pembatalan atagamen yang telah
diadakant.” Untuk itu pemindahan hak sewandodesomerupakan hal yang
harus dihindari oleh penyewa bondo deso, karenainpman hak sewa
termasuk larangan dalam menyewsondo deso Namun, penyewa
mempunyai alasan untuk memindahkan hak sewa, kanemaeka
menganggap hal tersebut tidak dilarang dalam syaldisan-alasan tersebut
antara lain.Pertama,ingin mendapatkan laba dengan cara meripasdo
deso dengan harga yang lebih tinggi. Hal ini tidak diomdehkan dalam
Islam. Kedug memindahkan hak sewa karena menjadi makelar pilaak
ketiga. Makelar tidak dilarang dalam hukum Islaketiga memindahkan
hak sewa karena hubungan keluarga yaitu orang beabuat baik,
menghormati dan mendahulukan orang tua sangatudkam dalam Islam.
Akan tetapi pemindahan dilakukan setelah ada gejahitam di atas putih.
Perjanjian tersebut juga mempunyai kekuatan hukameria berisi antara
lain; identitas para pihak, obyek transaksi darsta® (hak dan kewajiban
para pihak). Konsekuensi dari tidak ditaatinya peemn bisa menimbulkan
akad yang terjadi menjadi batal. Akad yang sudpbrginjikan menjadi batal

karena melanggar persyaratan yang diberikan oletiigeoondo deso

" Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubiskum Perjanjian Dalam Islamdakarta:
Sinar Grafika, Cet: Ke-2, 1996, h.52
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Menurut Sayyid Sabiq semua penjegalan janji yantakdkan
manusia, akan dipertanggung jawabkan dan dihisatuéla Allah.*® Firman

Allah dalam surat al-Israa’ ayat 34

OQRNO B 0.OEWAEDVWwa o RE BS-ADorO0L0e0
CeOx SO¢E M AXE BHO L Vo A= Mma S

Artinya:“Penuhilah janji, karena janji itu pasti diinta pertanggung
jawabannya.*®

Perjanjian sewa-menyewhondo deso dilakukan dengan dikaitkan
dengan cara mengaitkannya dengan sesuatu, yakmyaadsyarat-syarat
pelaksanaan sewa bengkbkAda beberapa macam syarat-syarat dalam
berakad Pertama syaratin'iqad adalah persyaratan yang berkenaan dengan
berlangsungnya sebuah akad. Misalnya, pihak yamgkad, barang yang
diakadkan, dan serah terima dalam ak&uyah (kebendaan). Syarat'igad
bisa juga berarti unsur-unsur yang menjadikan atkadda atau rukun akad.
Dalam penetapan rukun akad, para ulama berbedapandumhur ulama
mengatakan rukun syarat itu ada tiga yakkuid (pihak yang berakad),
mahallul 'aqd(obyek akad)sighat al-’Aqd(pernyataan ijab kabul).

Sedangkan ulama mazhab Hanafi mengatakan bahwa akad itu
hanya satu yaitsighat al-’Aqd (ijjab kabul). Menurut mereka pihak-pihak
yang berakad, obyek akad tidak termasuk rukunpité¢éamasuk syarat akad.
Dalam hal ini yang dimaksud dengan rukun itu adaahtu esensi yang

berada dalam akad itu sendiri, sedangkan pihak¢pifsang berakad dan

obyek akad berada di luar esensi aKad.

18 Sayyid Sabigpp.cit h.191
19 Al-Quran al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonedfaidus: Menara Kudus, 2006, h.285

20 Ghufron A. Mas’adipp.cit h.101-103
L Nasrun Haroen, Figh Muamalah, Jakarta: Gaya Meditama, Cet. Ke-2. 2007, h.99
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Musthafa Ahmad Zarga dalam Ghufron A. Mas’adi mear&an
istilah lain atas persepsi ulama jumhur dengarakstnugawwimat agad
(unsur penegak akad) yang terdiri daa;’Agidain (pihak yang berakad),
mabhallul 'aqd(obyek akad)maudhu’ul 'agd(tujuan akad)shighat 'agd(ijab
dan kabul}?

Sewa-menyewd®ondo desdelah memenuhi semua rukun akad, baik
yang dirumuskan oleh ulama jumhur, ulama Hanadiy ahenurut Musthafa
Ahmad Zarga. Rukun-rukun tersebut adal®ertama pihak-pihak yang
berakad. Pihak-pihak yang berakad itu yakni pihaiga dan pihak
pemenang sewhondo desoKedua obyek akad. Obyek akad merupakan
sesuatu yang tidak dilarang olsyiara’ yakni berupa tanah persawahan yang
disebut dengabondo desoObyek akad juga merupakan sesuatu yang dapat
diketahui dengan jela¥etiga tujuan akad. Tujuan dari sewa menyewa
bondo desoadalah memanfaatkan tanah persawahan untuk ditagam
diambil hasilnya.Keempat sighat akad Sighat akadberupa kesepakatan
antara pihak pemenang lelang dengan pihak paniesepakatan itu
berbentuk surat perjanjian sewa lelang. Dengan ldamisewa menyewa
tersebut memenuhi syaratigad.

Syarat yang kedua adalah syasitihhah (sah) yaitu syarat yang
ditetapkan olehsyara’ yang berkenaan dengan ada atau tidaknya akibat
hukum yang ditimbulkan oleh akad. Jika tidak tergeénakadnya menjadi
fasid (rusak). Misalnyajihalah (tidak transparan)ikrah, gharar. Setelah
terpenuhinya semua unsur akad, suatu akad jugas lmemenuhi unsur-

unsur yang menjadikan akad itu sah. Dengan adapgeatsshihah ini,

2 Ghufron A. Mas’adipp.cit, h.80
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diharapkan antara pihak yang berakad tidak meraggikan salah satunya.
Pada awal pelaksanaan perjanjian sewa lelang tidekukan adanya unsur
yang dapat merugikan salah satu pihak, akan tesefelah akad itu
ditetapkan oleh kedua belah pihak, salah satu pialakukan pelanggaran
terhadap surat perjanjian tersebut. Pihak yangkuk#n pelanggaran adalah
pihak penyewabondo deso Pihak penyewa memindahkan hak sewanya
kepada pihak ketiga yang seharusnya tidak dilakutlah mereka. Akad
sewa-menyewa mempunyai satu kewajiban bagi pihalepang sewa lelang
yaitu tidak boleh memindahkan hak sewanya kepalakgietiga. Syarat ini
merupakan syarat yang harus dipatuhi, tidak boimghar dan merupakan
syarat sah sewa-menyewando desoAkibat dari tidak terpenuhinya syarat
shihahakan menjadikan akad tidak sah. Akad yang tidakysitu akad-akad
yang cacat atau cedera karena kurang salah safi-syaratny&>

Dengan demikian, akad ini tidak berdampak hukunu aidak sah.
Jumhur ulama selain Hanafiyah menetapkan bahwa yakagl batal dafasid
termasuk golongan ini, sedangkan ulama Hanafiyamledakan antara
fasid dan batal. Menurut ulama Hanafiyah, akad batabhdakad yang tidak
memenuhi rukun atau tidak ada barang yang diakadigerti akad yang
dilakukan oleh salah seorang yang bukan golonghrakéd. Misalnya, gila
dan lainny&* Atau karena prinsip dan sifat-sifat akadnya bestegan
dengan ketentuamyari'at, misalnya obyeknya tidak dapat dikenai hukum
akad. Menurut mereka akad batal ini sama sekalktidenimbulkan akibat

hukum?®

23 Hendi Suhendiop.cit, h.53
24 Rahmat Syafe'iFigh Muamalah Bandung: Pustaka Setia, 2001, h.66
% Ghufron A. Mas'adipp, cit,h.104
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Adapun akadasid adalah akad yang memenuhi persyaratan dan rukun,
tetapi dilarangsyara’, seperti menjual barang yang tidak diketahui ggian
dapat menimbulkan percekcok&nSekalipun telah terjadi serah terima,
pihak yang dirugikan dapat mengajukéasakh (pembatalan) baik secara
langsung maupun melalujadhi (hakim), dengan dua syaraPertama
bendanya masih utuh sebagaimana adanya sebeluaditegrah terima.
Kedua benda tersebut belum @isharrufkan dengan pihak lain.

Menurut Hasbi ash-Shiddieqy akad batal adalah gkad sama sekali
tidak berpengaruh, sama dengan anak yang lahimdieéeadaan mati. Akad
yang putus atau akad yamgunhal ialah akad yang sudah sah adanya,
kemudian putus, baik dengan kehendak ataupun tidpkbila akad itu
dirusakkan dengan kemauan sendiri dinamdéaakh?’

Lafal batal mempunyai dua pengertidertama batalnya pekerjaan
itu adalah karena menyalahi surutgyara’, tidak cukup rukun dan syarat.
Kedua tidak mendapatkan pembalasan di hari akhir, Sepekerjaan yang
dilakukan denganya’ dan sebagainya.

Urusan muamalat sebenarnya merupakan urusan duryamg dapat
kita lihat dari dua aspelRertama,aspek terlaksananya pekerjaan ikedua
aspek untuk kemaslahatan umat. Sebagian ulama ggolorByafiiyah
memandang aspek yang pertama lebih kuat dari aspekkedua, karena itu
mereka menetapkan bahwa penjualan yang tidak diakaeperti ketetapan
syara’ menjadi batal baik untuk urusan muamalah maupaadlab. Oleh

karena itu ulama Syafi'iyah menyamak&sad dengan batal dalam semua

%6 Rahmat Syafei'op.cit, h.67
" Teungku Hasbi ash-Shiddiedyengantar Figh MuamalatSemarang: Pustaka Rizki Putra,
Cet. Ke-3, h.89



81

aspek ibadah dan muamalah. Sedangkan ulama Hamafigmandang aspek
yang kedua lebih kuat dibanding aspek pertama. €debna itu apabila ada
perbuatan yang menyalahi atuirara’ dan terdapat kecacatan dalam pokok
akad, seperti penjualan orang gila secara prinkgu atu menjadi batal.
Tetapi apabila perbuatan itu tidak mengenai poka@danaka akad itu tidak
batal dengan catatan para pihak harus menyelesaikasan itu sesuai
dengan ketentuan syara’. Ulama Hanafiyah menamakad itu menjadi
akadfasid?®

Bathil yaitu terlepasnya hukusyara’ dari ketentuan yang ditetapkan
dan tidak ada akibat hukum yang ditimbulkannya. ditiga, memperjual-
belikan minuman keras. Akad ini dipandang batalekarminuman keras
tidak bernilai harta dalam pandangayara. Ulama Hanafiyah juga
mengemukakan hukum lain yang berdekatan dengar, batdu fasid
Menurut merekafasid adalah terjadinya suatu kerusakan dalam unsurunsu
akad. Jumhur ulama ushmutakaliminberpendirian bahwa, antara batal dan
fasid adalah dua istilah dengan pengertian yang samt, gama-sama tidak
sah®

Akad fasid dan batal menimbulkan keharaman terhadap akad.
Pembagian haram menurut ahli ushul figh Abu Zalda dua.Pertama
haram li dzatihi yakni keharaman langsung dari sejak semula ditantu

syar'i tentang keharamannyldedua haramli ghairihi yakni perbuatan yang

8 Teungku Hasbi ash-Shiddiedyengantar Hukum IslapBemarang: Pustaka Rizki Putra,
Cet.Ke-2, 2001, h.484-489
29 Syahrul Anwar/lmu Figh dan Ushul FighBogor: Ghalia, 2010, h.115
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dilarang oleh syara’ yang tidak secara langsung tetapi menimbulkan
madharart®

Dalam menentukan hukum antara harlndzati dengan haranii
ghairi, terdapat perbedaan pendapat para ulama. Jumha ufeengatakan
bahwa antara keduanya tidak mempunyai perbedadratakukum atau
keduanya sama-sama batal. Sedangkan ulama Hanafiatagan bahwa
haramli ghairihi terdapat keharaman bukan pada zatnya, tetapi fpdtta
luar, sehingga menurut mereka hukumfgsid bukan batal. Oleh sebab itu
apabila akad itu dilakukan akad menjadi tidak sBdétapi apabila faktor-
faktor yang menyebabkan keharaman itu dihilangkaa anenjadi saft:

Ketiga, syaratnafadz adalah berkenaan dengan berlaku atau tidak
berlakunya akad. Jika persyaratan ini tidak terpgnmaka akad menjadi
maugquf(ditangguhkan). Syarat ini ada dua yaimik atau wilayah dan obyek
akad harus bebas dari hak-hak pihak ketiga. Thoato desani merupakan
tanah kas desa dan memiliki hak milik penuh terpaskgala sesuatu yang
ada padanya. Setelah itu yang mewakiliki tameimdo desoini adalah
pemerintahan desa yang berhak bertanggung jawhadegp transaksi yang
ada. Syaramnafadzini pun sudah terpenuhi.

Keempat, syaratuzum adalah persyaratan yang berkenaan dengan
kepastian sebuah akad. Akad sendiri sebenarnyaalsélzam (kepastian).

Apabila sebuah akad menimbulkan Hdlyar, maka akad ini dalam kondisi
ghairu lazim(belum pasti) karena masing-masing berhak nfesakhakad
atau tetap melangsungkannya. Sydwaumini merupakan sebab terjadinya

akadlazim yang sah. Apabila akad sudah sah maka harus gdatien dari

%0 Muhammad Abu ZahraJshul Figh Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. Ke-13, 2010, h.51
31 Syahrul Anwarpp.cit, h.109
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kedua belah pihak untuk melanjutkan atau membataje@ Tetapi akad

sewa-menyewhondo desanerupakan akad yang tidak sah jadi akad ini tidak

mempunyai kepastian hukum yang bisa menimbulkaoeakitas suatu akad.
Adanya unsur rela di antara kedua belah pihak nadeaup syarat bagi

kedua belah pihak. Dalam kitab Fathul Qarib ditgkam:

o %Y1 a2 5 A8 il s 3al fe B8 B
Artinya: “Syarat bagi masing-masing mukjir (yang myewakan) dan
mustajir (penyewa) harus pandai dan tidak ada urtetp;aksa.’3

Dengan menepati janji unsur rela antara kedua bplabk dapat
terwujud, Allah sangat membeci orang yang melanggar. Allah berfirman

dalam surat an-Nahl ayat 91-92
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Artinya: “Dan tepatilah janji dengan Allah apabilkamu berjanji dan
janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarksedang kamu telah
menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah Sesungguhnya
Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Dan jargfankamu seperti
seorang perempuan yang menguraikan benangnya yaughs dipintal
dengan kuat, menjadi cerai berai kembali. Kamu mdikpn sumpah

%2 Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Asy-Syaffathul Qarih Jilid 1, Kudus:
Menara Kudus, 1982, h.297
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(perjanjian) mu sebagai alat penipu di antaramusatiabkan adanya satu
golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongang lain. Allah hanya
menguji kamu dengan hal itu, dan pasti pada haarkat akan dijelaskan-
Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkaf itu

Pemindahan hak sewa tanbbndo desokepada pihak ketiga yang
dilakukan dengan menyalahi perjanjian tidak did@uardalam Islam. Hal ini
bisa mengakibatkan kerugian salah satu pihak. femadalam Islam sangat

dihargai sehingga menepati janji merupakan kewajgziap muslim.

B MAORGIE IO 20 LA Lo Fe o BV OOk OB
0. 00>ORD Ve o o RN B S Qdorp 000

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilghnji-janji.
(Qs.5:1)*

Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dalam Tafsir Ahkam ¢&b Halim
Hasan: 2006) mengatakan bahwa akad yang dimakdach dgyat ini ialah
semua perjanjian Allah yang telah dijanjikan-Nygp&da hamba-Nya, serta
terdiri dari apa-apa yang diharamkan, dihalalkam difardhukan.

Kemudian Abdullah bin Ubaidah (Abdul Halim Hasan008)
mengatakan bahwa perjanjian itu ada lima macanty yakad iman, akad
nikah, akad jual beli, akad perjanjian, dan akaonp-menolong atau bantu-
membantu.

Menurut zahir ayat ini, wajiblah menepati segalajgrgian dalam
bentuk dan corak apa pun, asal tidak bertentangamgash al-Qur'an dan
hadits Rasul. Semua akad dan perjanjian yang hengan dengan al-Qur’'an

dan hadits ditolak, tidak wajib ditepati, sehinggzabila melaksanakannya,

maka hukumnya haraf.

% Al-Quran al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonedfaidus: Menara Kudus, 2006, h.277
% Al-Quran al-Karim dan Terjemah Bahasa IndoneKiagus: Menara Kudus, 2006, h.107

35 Abdul Halim HasanTafsir al-Ahkam,Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006,
h.328-329
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Dalam buku karangan Abdul Razaq al-Syanhuri, dij@da bahwa
kriteria batal itu ada dua, yakni; batautlak dan batalnisbi. Batal mutlak
adalah akad yang memiliki rukun dan syarat tidakmena kecuali unsur
ridho. Kriteria tersebut adalalpertama tidak cocok antara ijab dan kabul.
Kedua tidak sempurnanya barang yang diakadkaatiga, lokasi yang tidak
jelas dan penyerahan yang kurang sempukegempat sebab yang tidak
umum dengan lingkungan dan buda$a.

Kedua, kriteria batahisbi yaitu akad yang mempunyai rukun dan
syarat yang hampir sempurna dan rukigitnonya cacat, tidak sempurnanya
akad ini dikarenakan adanya unghrlat, ikrah, tadlis’’

Telah dijelaskan di atas bahwa dilarangnya memikatathak sewa
merupakan persyaratan dalam perjanjimmdo despdan hal itu mengikat
bagi kedua belah pihak. Surat perjanjian antarailpetmondo desalengan
penyewabondo desanerupakan sebuah peraturan bagi warga umumnya dan
bagi pihak pemilik dan penyewa khususnya. Pemilk ghenyewa terikat
dalam akad sewa-menyewa dan di atasnya berlakiekoessi atau akibat
hukum apabila ada perselisihan yang terjadi dirarkeduanya.

Akad sewa menjadi sah apabila rukun dan syaratndadkad
terpenuhi. Memindahkan hak sewa yang menjadi sy@wa&h-menyewa dan
mengingkari persyaratan tersebut berakibat akad jadien batal.
Memindahkan hak sewa kepada orang lain tentunyan adberakibat
merugikan pihak pemilik desa. Hal itu mempenganiki jual bondo deso
turun dikarenakan pengaruh dari pihak luar yakhiakiketiga. Pihak desa

menginginkan harga sewhondo desobisa stabil, karengbondo deso

% Abdul Razaq al-SyanhuiNadhariyatul ‘Uqud Darul Fikri, bairut, tt, no: 577, h.609
*"ibid, h.610
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merupakan sumber pendapatan bagi pemerintahanT@degangmojo yang
digunakan untuk kepentingan warga desa Tanjungnsghbingga apabila
hargabondo desdisa stabil, maka diharapkan bisa memperbaiki sadam

prasarana yang ada di desa Tanjungmojo.

.Analisisterhadap akibat hukum atas pemindahan hak sewa tanah bondo

deso yang dilakukan dengan menyalahi perjanjian menurut hukum
Islam

Perjanjian sewdondo desdilakukan di atas kertas yang berisi hak
dan kewajiban masing-masing pihak. Hak dan kewajibagi para pihak
merupakan peraturan yang mengikat. Oleh karenapdtta pihak yang
bersangkutan wajib menaatinya. Peraturan tersabatdijadikan pedoman
untuk kelangsungan persewa@&ondo deso Dengan menaati peraturan
tersebut diharapkan para pihak tidak merasa diangikdal itu juga untuk
kepentingan bersama agar masyarakat dan pihak peaman desa tidak
saling berselisih paham.

Hak dan kewajiban yang tercantum dalam surat peajamerupakan
peraturan yang terbatas dalam masa persewsamo deso Apabila
persewaarbondo descsudah berakhir maka peraturan itu secara otomatis
tidak berlaku karena tanabondo desosudah kembali kepada desa dan
penyewa telah menerima manfaat demdo deso

Selama ini apabila terjadi permasalahan dalam pat@an sewa
bondo deso diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Ketika lipenu
melakukan wawancara, perselisihan itu terjadi datoal tata tertib dan

pelaksanaan sewaondo desoSemakin majunya pemikiran masyarakat desa
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oleh globalisasi dan pendidikan membuat masyaraiatjadi lebih kritis.
Sehingga apabila terjadi hal yang tidak benar atemyalahi aturan maka
masyarakat akan menyampaikan aspirasinya kepadk yitmg bersangkutan
atau pihak pemerintahan desa. Kemudian bersam& pimaerintahan dan
pihak yang bersangkutan bermusyawarah untuk mesoiaisinya

Hak milik merupakan sesuatu yang dimiliki seseorantyk bertindak
atas barang tersebut. Ketika seseorang telah nkerndita benda dengan
jalan yang dibenarkasyara’, maka ia memiliki kewenangan khusus atasnya.
la memiliki kekhususan untuk mengambil manfaat dtadransaksi atasnya
sepanjang tidak ada halangayara’ yang mencegahnya, seperti gila, anak
kecil, dan lainnya. Keistimewaan itu juga bisa negah orang lain untuk
memanfaatkan atau bertransaksi atas kepemilikata larsebut, kecuali
terdapat aturansyara’ yang memperbolehkannya, seperti adanya akad
wakalah.

Obyek akad merupakan milik pemerintah desa, sehirmmgnilikan
bagi penyewa merupakamilk naqis (pemilikan yang tidak sempurna)
penyewa hanya memiliki manfaat. Benda dalam hatatap menjadi hak
milik pemerintah desa. Apabila pemerintah desa s@emirugikan maka
pemerintah bisa membatalkan akad sewa menyewa.

Secara asal, harta benda boleh dimiliki, ini sedaagan kaidafigh

SR e A 8% s astl ousY) s gl
Artinya: “Segala sesuatu pada dasarnya boleh, kéduit ada dalil
yang mengharamkanny&

Dan juga firman Allah dalam surat al Bagarah aysk 2

% Wawancara dengan bapak Sapuan (Kaur Keuangan)amagigal 26 Desember 2011

39 M. Adib Bisri, Syech Abu Bakar bin Umar al Ahdal al Faraidul Bafails, Terj. Al Faraidul
Bahiyyah Kudus: Menara Kudus, 1997, h.11
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Artinya: “ Milik Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yamul
bumi."4o

Tetapi apabila salah satu orang sudah ada yang likiemiang lain
tidak berkuasa atasnya. Pemilik berhak menentukanassyarat apabila
ingin memindahkan manfaat, atau hak milik kepadangrlain dan tidak
melanggar syara’. Memindahkan hak sewa kepada pieaga merupakan
pelanggaran terhadap peraturan dari surat pemarigasebut. Penyewa
melakukan manipulasi terhadap pemerintah desa mangerat perjanjian
sewa lelang, sehingga akad tersebut menjadi batal.

Di dalam kitab fathul mu'’in dijelaskan

Do & 5 5 Y5
Artinya: “Tidak sah menjual barang yang samdr-"

Dalam buku ensiklopedi Islam kamil dijelaskan bahvjaal

beli/menyewa dengan cara menipu menyebabkan d@yddesar:

a. Memakan harta orang dengan batil. Salah satunyaikmerkalah
besar tanpa kemenangan atau menang tanpa kekakanana hal
itu termasuk taruhan dan judi.

b. Timbulnya permusuhan dan persengketaan antara kéedish
pihak, karena faktor kedengkian dan sengféta.

Jumhur ulama mengatakan bahwa akad batal adalahyake tidak

sah. Jadi, apabila akad itu dilakukan maka, safj@adsmgan akad itu tidak

ada. Menurut hasbi Ash-Shiddieqy bahwa akad badahthkan dengan anak

40 Al-Qur'an a- Karim dan Terjemah Bahasa Indoneadus: Menara Kudus, 2006, h. 49

1 Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Asy-Syafip. cith. 235
42 Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-TuwaijiEnsiklopedi Islam Kamiljakarta:
Darus Sunnah, Cet. Ke-12, 2011, h.904
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bayi yang baru lahir, akan tetapi sudah mati. Begiga dengan akad sewa-
menyewabondo despwalaupun sudah terjadi serah terima, akan tetiegul
itu seperti tidak ada dikarenakan unsur sahnygadg kurang.

Akad tersebut batal dan menjadikan semuanya seyselin kala, tanpa
adanya akibat suatu hukum. Apabila tanah persawat@@ebut belum
ditanami maka pihak desa diharuskan meminta kenwdadih bengkok agar
tidak merugikan pihak lain, sebelum diserahterimagalimpahan hak sewa
dari penyewa pertama kepada pihak ketiga. Penyewg pertama dianggap
oleh hukumsyar'i seperti tidak melakukan transaksi sebelumnya. Oleh
karena itu, pemilikbondo desobisa langsung mengambil kembali tanah
persawahan tersebut dari pihak penyewa, tetapiadeeadi lapangan tanah
tersebut sudah dipindah tangankan kepada pihagakefin telah ditanami,
sehingga pengambilan tanah tersebut tidak bissslempgdengan cara paksa
untuk menghormati hak pihak ketiga.

Sayyid sabig mengumpamakan apabila akad ijarat tbkrakhir
namun masa panen belum tiba, maka ia tetap beratEnghn penyewa
dengan mengganti uang sewa untuk menunggu masal ganpa harus
mencabuti tanaman sebelum waktufiy/a.

Akibat adanya pemindahan kepada pihak ketika, makduk
menyelesaikan masalah tersebut perlu adanya musfawantara pihak
pemilik bondo deso, penyewa pertama dengan pihdilgakemengenai
kelanjutan dari persewaan bondo deso. Hal ini dkak juga untuk
menghormati pihak penyewa bondo deso yang telahbmairkesepakatan

dengan pihak pemilik bondo deso. Misalnya dengamamdahi pasal

43 Sayyid Sabigep.cit h.34
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tentang akibat terjadinya pemindahan hak sewa kepé#thk ketiga, tanah

bondo desdisa diambil kembali oleh pihak pemerintah desa.



